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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka peneliti dapat menyimpulan 

sebagai berikut: 

1. Peran pemerintah desa untuk komoditas coklat sudah terlaksana 

semaksimal mungkin dengan memberikan dukungan dalam bentuk 

pelatihan dan penyuluhan khusus pada kelompok Tani untuk 

membangun desa lebih sejahtera melalui pengelolaan coklat, Kepala 

Desa langsung memberikan dukungan dalam bentuk bantuan bibit bagi 

petani coklat. Kepala Desa bertugas meberikan jaminan pemasaran 

dengan harga yang sesuai dengan harga pasar yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan petani cokelat. 

2. Pelatihan dan penyuluhan sangat didukung pemerintah desa dengan 

mendatangkan pemateri berkaitan dengan pengelolaan komoditas 

coklat agar semakin terpelihara dan untuk meningkatkan prekonomian 

masyarakat Desa Teniga. 

3. Peran pemerintah desa selalu memberikan semangat dengan saling 

tegur dan sapa ketika bertemu di jalan atau ketika mendatangi sebuah 

undangan terhadap petani coklat agar senantiasa merawat dan menjaga 

perekebunan coklat yang dimiliki supaya mencapai hasil yang baik 

guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya tentunya agar 

mencapai kesejahteraan pada masyarakat Desa Teniga, Kecamatan 

Tanjung. Kabupaten Lombok Utara. 
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5.2. Saran. 

1. Pemerintah desa perlu memberikan peran yang lebih pada msyarakat 

petani coklat dengan senantiasa turun tangan dan menyoroti selalu 

masyarakat agar masayarakat memiliki semangat terhadapat komoditas 

coklat. 

2. Bagi petani coklat diharapkan memiliki kesadaran yang lebih terhadap 

pengelolaan coklat dalam mencapai hasil yang baik guna memenuhi 

kebutuhan hidup rumah tangganya. 

3. Pemerintah desa supaya bergerak lebih jauh lagi dalam pengelolaan 

komoditas coklat dimasyarakat terutama dalam hal memberikan 

jaminan pemasaran dengan harga yang sesuai pasar lewat Bumdes 

(Badan Usaha Milik Desa) 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Wawancara bersama Kepala Desa Teniga, Bapak Maswandi. Kamis, 9 January 

2020, Jam 8:30 WITA di Kantor Desa Teniga, guna mengetahui peran Pemerintah 

Desa. 

 

wawancara bersama seksi pemerintahan Desa, serta mewakili bagian kesejahteran. 

Bapak Moh. Abd. Karim, Jum’at 10 January 2020, Jam 9:30 WITA di Kantor 

Desa Teniga, guna mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan 

komoditas coklat oleh masyarakat. 
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bapak Hartono selaku ketua dari kelompok tani (Bareng Rempuq) yang ada di 

Dusun Onggong lauk, guna mengetahui peran pemerintah desa dan pengelolaan 

coklat. Jum’at 10 January 2020, Jam 10:15 WITA 

 

Bapak H. Samsul selaku ketua dari kelompok tani (Saling Tulung) yang ada di 

Dusun Mekar Sari, guna mengetahui peran pemerintah desa dan pengelolaan 

coklat. Senin 13 January 2020, Jam 9:25 WITA. 
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surat undangan terhadap dinas pertanian, untuk melakukan pelatihan atau 

penyuluhan terhadap masyarakat Desa Teniga, Kecamatan Tanjung. Kabupaten 

Lombok Utara 

 

Bentuk dari peran pemerintah desa yaitu memberikn pelatihan pada masayaralat 

kelompok tani di dusun Onggong Lauk, Desa Teniga Kecamatan Tanjung. Kabupaten 

Lombok Utara. 
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Bentuk dari peran pemerintah desa yaitu memberikn pelatihan pada masayaralat 

kelompok tani di Dusun Mekar Sari, Desa Teniga Kecamatan Tanjung. Kabupaten 

Lombok Utara. 

 


